LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN NIAS
NOMOR : 2 _ SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

MOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
¢5 huruf d Undang-indang Nomer 23 Tabun
2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.
sebagaimana telali diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, d}_amdnatman
E‘a_ A7 3 _(4: "“i_;, ]C-:'""’“JJ‘ ""’"“E"N’Ig UV 1
menyusun dan nengajtu{m

Daera.h tentano Per t’mﬂo una;a\mbcu'
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untule
dibahas bersama:



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu  membentuk Peraturan Dacrah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2014;

Pasal 18 Ayat {6} Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom  Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah FPropinsi Sumatera
Utara (Lembaran  Negara  Republik
indonesia  Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 1062}
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi
dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabhun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851});
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4286j;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4353);

s




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab l{euangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 44001, -

Undang- Uudang Nomol 25 Tahun 2004
tentang Sistim Perencanaan
Pemnbangunan Nasional {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Jndonegla Nomor 442 1}
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tenfang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah  {Lembaran Negara Republik
ndonzeia Tabun 2004 Momor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 44’%@

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
tenitang Pajak  Daeralir dan  Retibusi
Daerah fLembaranJ Negara Republik

Indonesia Tahun 009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 504Gi;

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011
tentang Pembenr;gokan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara
Repubhk Indonesxa ahun 2011 Nomor
04" i{:u...ir_.-\,“ R

pubhk ﬁndunes;; Mo




1i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia ~ Nomor — 55%7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Femerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Kenangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4416),
sehagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007  tentang
Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran
Negarz Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 12);




Peraturan Pemerintaf;a Nomor 23 Tabun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nf mor 4502),
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun
2005 fentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 omor 136, Tambahan
Lembaran Negara _’Eiepublik Indonesia
Nomaor 4574, ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang ana  Perimbangan
(Lembararn Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nom 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575,

Peraturan Pemerintah Nomor 5@ Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
|

Daerah (Lembaran Negara Republik
indoresia  Taimg 2005 HNomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemermtah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 ienong  Fengelolaan  Keuangan
Daeralr  (Lembaran | Wegae Republik
Indenesia Tahun aﬁOOS Nomor 140,
Tambval:a: Lembsran Negara Republik
Indaresya Nomor 457?);




Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penvusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
FPeagawasan Penyslenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Femerintahh Nomor & fahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinevja Instansi Pemermntah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46 14);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tontang Ciganisasi  Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 890,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun
2010  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran HNegara
Repubiik Indenesia Nomor 5165);




Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah ‘beberapa kali ferakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 534 Tahun
2010  tentang : ; ' Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 f’{tﬁntang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
schagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam  Neger: Nomor 12 Talmn 2006
tentang Pedomen Pengelolssn Kenangan
Daerah; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 entang Pedoman
Pembernian Hibah dan Bantuan Sostai
yang berswmber  dari Anggaran
Pendapatan  dan -EBelanja Daerah,
sebagaimana telah  diubah  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sesial yang Seranmeber dori Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daciai,




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
97  Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2014,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daeraly;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Waiib dan Pilihai: yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupater: Nias {Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12
Sern B

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelotaan Keuangan Dacrah {Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011
Nomor 7 Sert E};

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor
13 Taliun 2001 tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2011 Nomor 13 Ser Ej;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana
Bergulir yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah
Kspupaten Nias Tahun 2012 Nomor 4
Seri B




Peraturan Daerah Ka upaten Nias Nomor
Y  Tahun 2013 : :
Pendapatan  dan Belama Daerah
Kabupaten Nias Tahi n Anggaran 2014
(Lembaran  Daerah EK&bupaten Nias
Tahun 2013 Nomor 7 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomoc
3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Daersh Kabupaten Nigs Tahun Anggaran
! reln Kabupaten Nias
Tahun 2014 Nomor 3 Seri A},
Peraturan Bupati =] Nomor 35 Tahun
2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013
Nomor 215 Sert Ei; ‘
Feraituran Bupsh WNiag MNomor 23 Tahun
2013  tentang Ke ijakan Akuntansi
Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013
Nomor 216 Ser1 E}; {
Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pen baran Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014
{Berita Daerah Kabt aten Nias Tahun
2013 Nomor 217 Seri A);
Peraturan Bupati Nias Nomor 25 Tahun
2014 tentang Peru§ahan Penjabaran
Anggaren  Feodansd dan  Belanja
Daeiah i{abupateﬂ Wi j: Taliais ALggaran
2014 (Berita  Dasra abupa‘te;a Nias
Tahun 20i4 Nomor 121 Serd Al




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGRUNGIAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELANJA
DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Pelanja Daerah berpa laporan keuangan memuat
a. Laporan realisasi anggarar;

b. Neraca:
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 scbagai benkut !
a. Pendapatan Rp. 515.836.195.878,36 ;
b. Belania ............. Rp. 512.571.338.927.00
Surplus/(defisit) Rp.  3.264.856.951,36
c. Pembiayaan : )
. Pesnerimaan  Rp. 99.953.320.304,39
- Pengeluaran  Rp. 985.000.000.00 .
Surplus/ {defisit} Rp.  98.968.320.304,59




Pasal 3 i

|
\
1

Uraian laporan realisasi anggaran seb%&mana dimalsud
dalam Pasal 2 sebagai berikut : |
(1} Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.5.319.081.832,36 dengan rincian sebagar berikut :
a. Anggaran pendapatan B
setelah perubahan Rp. 510.517.114.046,00
b, Realisast Rp. 515.836.195.878,36
Selisth lebih/ {kurang) Rp. 5.319.081.832,36

Rp.77.598.750.251,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja |
setelah perubahan  Rp. 590.170.089.178,00
b. Realisasi Rp. 512.571 338 927.00
Setiein lebib ) hurang) x% LB08VR.25 1 00
a‘l
{3} Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. (72.279.668.418,64) dengan rincian sebagai berikut :
a. SUIp]u.b/ defisit
setelah perubahan Rp. I‘f9.652.975.132,00]
b. Realisasi Rp.  3.264.856.951,36
Selisih lebib/(kurang) Rp.(72.279.668.418,64)
||
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penexi maan punblayaan
sejumish Rp.(3.969.508.183,41) dengaim rincian sebagai
perikut ;
a. Anggaran penerimaan nembiayaan se etelah
perubahan LU Tﬂ'ﬁ 002.828.488,00
b, Realisast ' 99, 95q $20.304,59
Selisin et \ Rp }g:; 069.508.183,41)

(2) Selisih  anggaran dengan realisasi #belanja sejumiah




(5} Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah  Rp.5.015.000. OOO 00 dengan rincian sebagai
berikut .

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan . Rp 6.000.000.000,00
b. Realisasi _985.000.000,00
Selisih lebﬂ’l,,-' {kurang)... 5.015.000.000.00

(6} Selisih  anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumiah Rp.(1.045.491.817 ,00) dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah
perubahan Rp. 97.922.828.487,59
. Realisasi Ro.  98.968.320.304,59
Selisih lebih/ (kurang)... Rp. (1.045.491.817,00)

Pasal ¢
‘Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
a. Jumlah aset Rp.1.861.046.502.145,83
b, Jumlah kewajiban Kp. 1.639.621.472,00
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.859.406.880.673,83

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2014 sebagai berikut :

. Saldo kas awal per 1 Januari 2012 Rp. 100. 274.227.070,59
. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 161.363.167.597,36
. Arus kas dari aktivitas investasi
aset non keuangan . Rp.[158.098.310.646,00)
. Avus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.  (985.000.000,00)
. Arus kas dart aktivitas non
0,00




f. Saldo kas akhir per 31 Diesember f j_
Rp.h'&92.233.17?.255,95

Catatan atas laporan keuangan sebagaim a dimaksud Pasal 1
huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat mTormas1 baik secara
kuantitatif maupun kulitatif atas pos-pos dgmran keuangan.

7 :

Posal 77 If '
Pertanggungjawaban oeiaksanaan fﬁﬁBD sebagalmana
dirnaksud dalam Pasal 1 di atas tercantum dalam Lampn“an
Peraturan Daerah int, terdiri dari : i
a. Lampivan I Laporan realisasi anggarar
Lampiran I.1 Ringkasan laoran realisasi anggaran menurtt
urusan pemeriniahan daeral dan organisasi;
Lampiran 12 Rincian laporan I%Iisa‘;* SOFEArAn MENRUTYS
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan 'embiayaan
Lampiran 1.3 Rekapitulast realisasi ,ant,galan  belanja
daerah menurut urusan pemerintaharn
daerah, organisasi, progra,m dan kegiatan;
Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anbga:an belama
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangika pengelolaan keuangan
negara;, '
Lampiran 1.2 Daftar »ivtang dasrab;
Lampiran 1.6 Daftar penyertaan Modad f"’,’?""“*q“i! daerah;
» 17 Daftar realisasi vﬁn&mbah&n dan
pengurangan 233t tetap Jaereh;

Loy RV




Lampivan [.8 Dalftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnys;

Lampiran 1.9 Daftar  keglatan-kegiatan  yang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalamm tahun anggaran
beriltutnya;

Lampiran .10 Daftar dana cadangan daerah: dan

Lampiran §.11 Daftar pinjaman dzerah dan obligasi daersh.

b. Lampiran II  Neraca
¢. Lampiran IIi Laporan arus kas
d. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan

Pasal &
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) terdivi dari:
2. Laporan kinerja tern cantum dalam lampiran ¥V Peraturan

- Daeraly 1.

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI
Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Bupati Nias menetapkan Peraturan tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  sebagai  rincian lebih  lanjut  dari
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten WNias Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10
Peraturan Zacrah ini mulal berleku pada tanggal diundangkan.




| LA

. i ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini der%an penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

F

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal {&lQOktober 2015

BI%ATI NIAS,
ttd s

SOK

IATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERA%:/IﬁrUPATEN NIAS,
-~

. YANUS LAROSA

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPAT NIAS NOMORE? 1 2/2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUKN 2015 NOMOR : 2 SERI: A







